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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi edukasi hukum antara Pengadilan 
Negeri Tanjung Jabung Timur dan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak dalam upaya penguatan 
literasi hukum masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian dilatarbelakangi 
oleh masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pesisir yang dipengaruhi oleh 
keterbatasan akses informasi hukum, rendahnya pemahaman terhadap prosedur hukum 
formal, serta kuatnya pengaruh budaya penyelesaian masalah berbasis adat dan kekeluargaan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis 
dan pendekatan sosio-legal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aparatur pengadilan, akademisi, 
mahasiswa, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Analisis data menggunakan model 
interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga peradilan dan 
perguruan tinggi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan literasi hukum 
masyarakat melalui program penyuluhan hukum, seminar edukatif, pendampingan 
masyarakat, dan pengabdian berbasis literasi hukum. Sinergi tersebut mampu membangun 
pendekatan edukasi hukum yang lebih partisipatif, komunikatif, dan kontekstual sesuai 
karakter masyarakat Melayu pesisir. Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi nilai-nilai 
kearifan lokal dalam edukasi hukum meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hukum 
formal dan memperkuat budaya sadar hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada 
pengembangan model edukasi hukum berbasis kolaborasi institusional dan kearifan lokal 
sebagai strategi penguatan literasi hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan 
penguatan kerja sama berkelanjutan antara lembaga peradilan, perguruan tinggi, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dalam membangun sistem edukasi hukum yang inklusif dan 
berkelanjutan. 

Kata Kunci: edukasi hukum, literasi hukum, lembaga peradilan, perguruan tinggi, masyarakat Melayu 
pesisir 

 

PENDAHULUAN 

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam 

pembangunan sosial dan penguatan negara hukum. Tingginya tingkat kesadaran hukum akan 

mendorong terciptanya ketertiban sosial, kepatuhan terhadap regulasi, serta partisipasi 

masyarakat dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, 

realitas di berbagai daerah menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum 

masih bersifat parsial dan administratif semata, sehingga hukum belum sepenuhnya dipahami 

sebagai instrumen perlindungan hak dan keadilan sosial. Kondisi ini juga terlihat pada 

masyarakat pesisir dan wilayah rural di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih 
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menghadapi keterbatasan akses informasi hukum, rendahnya literasi hukum, serta minimnya 

interaksi edukatif dengan lembaga hukum formal. 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik 

sosial budaya Melayu yang kuat dengan pola kehidupan masyarakat yang masih dipengaruhi 

oleh nilai adat, relasi kekerabatan, dan tradisi lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, 

penyelesaian persoalan sosial sering kali dilakukan melalui pendekatan informal berbasis 

tokoh masyarakat dan adat. Meskipun pendekatan tersebut memiliki nilai sosial yang tinggi, 

dalam beberapa kasus masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme hukum formal, 

terutama terkait hak-hak keperdataan, perlindungan perempuan dan anak, sengketa 

pertanahan, perkawinan, hingga administrasi hukum lainnya. Akibatnya, tidak sedikit 

masyarakat yang mengalami hambatan dalam memperoleh akses keadilan karena 

keterbatasan pengetahuan hukum. 

Di sisi lain, lembaga peradilan memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai institusi 

penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik mengenai kesadaran hukum 

masyarakat. Pengadilan tidak lagi dipandang semata sebagai ruang penyelesaian perkara, 

melainkan juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial dalam membangun 

budaya hukum yang inklusif dan edukatif. Transformasi paradigma pelayanan peradilan 

modern menuntut adanya pendekatan yang lebih partisipatif melalui program penyuluhan 

hukum, pelayanan informasi publik, hingga kerja sama edukatif dengan berbagai institusi 

sosial termasuk perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan memiliki posisi 

penting dalam mendukung peningkatan literasi hukum masyarakat melalui pelaksanaan 

tridarma perguruan tinggi, khususnya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Kehadiran akademisi dan mahasiswa dapat menjadi jembatan transformasi 

pengetahuan hukum kepada masyarakat melalui pendekatan edukatif yang lebih komunikatif 

dan kontekstual. Dalam konteks masyarakat pesisir Melayu di Tanjung Jabung Timur, 

pendekatan pendidikan hukum berbasis sosial budaya lokal menjadi penting agar materi 

hukum dapat diterima secara lebih efektif oleh masyarakat. 

Sinergi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi menjadi sebuah kebutuhan 

strategis dalam memperkuat literasi hukum masyarakat. Kolaborasi tersebut dapat 

diwujudkan melalui berbagai program seperti penyuluhan hukum terpadu, klinik hukum 

masyarakat, kuliah lapangan, pendampingan hukum berbasis desa, hingga edukasi hukum 

digital. Integrasi ini tidak hanya memperkuat fungsi edukasi hukum, tetapi juga mendorong 

lahirnya model pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kebutuhan lokal. Dengan 

demikian, hukum tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang jauh dari masyarakat, melainkan 

sebagai bagian dari kehidupan sosial yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya pendidikan hukum 

masyarakat dan peran lembaga peradilan dalam membangun budaya sadar hukum. Penelitian 

mengenai literasi hukum umumnya menitikberatkan pada efektivitas penyuluhan hukum oleh 

pemerintah atau analisis kesadaran hukum masyarakat secara umum. Sementara itu, kajian 

tentang perguruan tinggi lebih banyak diarahkan pada implementasi pengabdian masyarakat 

berbasis pendidikan hukum. Di sisi lain, penelitian mengenai lembaga peradilan sebagian 
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besar berfokus pada aspek pelayanan publik dan reformasi birokrasi peradilan. Kajian-kajian 

tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum telah menjadi perhatian 

akademik maupun praktis. 

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengkaji 

integrasi edukasi hukum antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dalam konteks 

masyarakat lokal berbasis budaya Melayu pesisir. Penelitian sebelumnya cenderung 

memisahkan peran institusi peradilan dan perguruan tinggi, sehingga belum terlihat model 

kolaborasi yang integratif dan berkelanjutan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. 

Selain itu, studi mengenai kesadaran hukum masyarakat di wilayah Tanjung Jabung Timur 

masih relatif terbatas, terutama yang mengaitkan aspek budaya lokal, akses keadilan, dan 

pendekatan edukasi partisipatif. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki gap penelitian pada belum adanya 

kajian yang secara komprehensif menganalisis sinergi kelembagaan antara pengadilan dan 

perguruan tinggi dalam penguatan literasi hukum masyarakat berbasis karakter sosial budaya 

lokal. Penelitian ini tidak hanya melihat efektivitas edukasi hukum, tetapi juga menelaah 

bagaimana kolaborasi institusional dapat membentuk kesadaran hukum yang lebih adaptif 

terhadap kebutuhan masyarakat pesisir Melayu. 

Adapun novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep 

integrasi edukasi hukum berbasis kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi 

dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat Melayu di Tanjung Jabung Timur. Penelitian 

ini menawarkan model edukasi hukum partisipatif yang menghubungkan aspek formal 

hukum dengan nilai sosial budaya masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga 

menghadirkan perspektif baru bahwa penguatan literasi hukum tidak cukup dilakukan secara 

normatif melalui penyuluhan formal semata, melainkan perlu dibangun melalui sinergi 

kelembagaan yang kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan sosial 

masyarakat. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis 

dalam pengembangan kajian literasi hukum berbasis kolaborasi institusional, sekaligus 

memberikan kontribusi praktis bagi lembaga peradilan, perguruan tinggi, dan pemerintah 

daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang lebih 

efektif dan berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-

analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara 

mendalam fenomena sinergi edukasi hukum antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi 

dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk menggali realitas sosial, pola interaksi kelembagaan, serta dinamika budaya 

masyarakat secara kontekstual di wilayah Tanjung Jabung Timur. 

Penelitian dilaksanakan pada masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur yang memiliki karakteristik masyarakat pesisir Melayu dengan tingkat akses 

https://ejournal.almusthofa.org/index.php/semesta


Semesta: Jurnal Multidisipliner 
ISSN: 3109-7782 

Volume 02 Nomor 01 Tahun 2025 
https://ejournal.almusthofa.org/index.php/semesta  

27 
 

informasi hukum yang masih terbatas. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan 

mempertimbangkan keberadaan aktivitas sosial masyarakat, keterlibatan lembaga pendidikan 

tinggi dalam pengabdian masyarakat, serta hubungan masyarakat dengan lembaga peradilan 

dalam penyelesaian persoalan hukum. 

Subjek penelitian terdiri atas beberapa kelompok informan, yaitu hakim dan aparatur 

lembaga peradilan, dosen dan mahasiswa perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, 

pemerintah desa, serta masyarakat umum. Penentuan informan dilakukan menggunakan 

teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman, dan 

pemahaman informan terhadap aktivitas edukasi hukum dan kondisi kesadaran hukum 

masyarakat. Untuk memperkuat validitas data, penelitian juga menggunakan teknik snowball 

sampling guna memperoleh informan tambahan yang relevan dengan fokus penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat, 

aktivitas edukasi hukum, serta bentuk interaksi antara lembaga peradilan, perguruan tinggi, 

dan masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti 

memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai persepsi, pengalaman, dan strategi 

kolaborasi dalam peningkatan literasi hukum masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data pendukung berupa arsip kegiatan, nota kerja sama, laporan pengabdian 

masyarakat, program penyuluhan hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-legal sebagai pisau analisis untuk 

melihat hubungan antara hukum, institusi sosial, dan budaya masyarakat. Pendekatan sosio-

legal digunakan karena permasalahan kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek 

normatif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, pendidikan, struktur sosial, dan 

akses masyarakat terhadap informasi hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat 

menjelaskan bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dipraktikkan dalam kehidupan 

masyarakat Melayu pesisir di Tanjung Jabung Timur. 

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan model Miles dan Huberman yang 

meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi 

data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tema penelitian. 

Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan interpretasi 

hubungan antarfenomena. Tahap akhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan secara 

bertahap berdasarkan pola, temuan, dan interpretasi data lapangan. 

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian menggunakan teknik 

triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan 

dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode 

dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun 

triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna 

memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. 

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif 

mengenai bentuk sinergi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dalam meningkatkan 
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literasi hukum masyarakat, sekaligus menemukan model edukasi hukum yang adaptif 

terhadap karakter sosial budaya masyarakat Melayu pesisir di Tanjung Jabung Timur. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kolaborasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Institut Islam Al-

Mujaddid Sabak dalam Penguatan Literasi Hukum Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kolaborasi antara Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Institut Islam Al-

Mujaddid Sabak menjadi salah satu bentuk sinergi kelembagaan yang strategis dalam 

meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukasi hukum 

yang melibatkan unsur akademisi, aparatur peradilan, mahasiswa, serta masyarakat secara 

langsung. 

Dalam implementasinya, kedua institusi melaksanakan program penyuluhan hukum 

masyarakat, seminar kesadaran hukum, sosialisasi prosedur peradilan, serta pendampingan 

edukatif kepada masyarakat desa dan kelompok pemuda. Program tersebut bertujuan untuk 

memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, mekanisme 

penyelesaian perkara, pelayanan hukum, serta pentingnya budaya sadar hukum dalam 

kehidupan sosial masyarakat Melayu pesisir. 

Kolaborasi ini menunjukkan adanya transformasi peran lembaga peradilan yang tidak 

hanya berorientasi pada fungsi yudisial, tetapi juga pada fungsi edukatif dan sosial 

kemasyarakatan. Sementara itu, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak menjalankan perannya 

sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif dalam pengabdian masyarakat melalui 

pendekatan akademik dan pemberdayaan sosial berbasis literasi hukum. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, kegiatan kolaboratif tersebut dinilai 

lebih efektif dibandingkan penyuluhan hukum yang dilakukan secara parsial. Kehadiran 

akademisi dan mahasiswa membantu menyederhanakan bahasa hukum yang sebelumnya 

dianggap sulit dipahami masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan aparatur pengadilan 

memberikan legitimasi dan kepercayaan terhadap materi hukum yang disampaikan. Dengan 

demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai hukum, tetapi 

juga memperoleh gambaran praktis mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-

hari. 

Kolaborasi antara Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Institut Islam Al-

Mujaddid Sabak juga memperlihatkan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam 

edukasi hukum. Dalam beberapa kegiatan, materi hukum disampaikan dengan menyesuaikan 

budaya komunikasi masyarakat Melayu, menggunakan pendekatan persuasif, dialogis, dan 

melibatkan tokoh masyarakat setempat. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan 

partisipasi masyarakat serta mengurangi anggapan bahwa hukum formal bersifat kaku dan 

jauh dari kehidupan masyarakat. 

Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam program edukasi hukum memberikan dampak 

positif terhadap pengembangan kompetensi akademik dan sosial mahasiswa. Mahasiswa 

tidak hanya memperoleh pengalaman praktik lapangan, tetapi juga belajar memahami realitas 
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sosial masyarakat terkait akses keadilan dan kesadaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa 

sinergi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi memiliki manfaat timbal balik, baik 

bagi masyarakat maupun institusi yang terlibat. 

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam 

pelaksanaan kolaborasi tersebut, seperti keterbatasan pendanaan program, luasnya wilayah 

jangkauan masyarakat pesisir, serta belum adanya program edukasi hukum yang dilakukan 

secara periodik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen 

kelembagaan dan dukungan pemerintah daerah agar kerja sama ini dapat berkembang 

menjadi model edukasi hukum terpadu berbasis masyarakat. 

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi antara lembaga 

peradilan dan perguruan tinggi mampu membangun model literasi hukum yang lebih 

partisipatif dan kontekstual. Kolaborasi kelembagaan tersebut menjadi bentuk inovasi sosial 

dalam penguatan budaya sadar hukum masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian, sinergi antara Pengadilan Negeri Tanjung Jabung 

Timur dan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak dapat menjadi model pengembangan edukasi 

hukum masyarakat yang relevan untuk diterapkan di daerah lain dengan karakteristik sosial 

budaya yang serupa. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan 

keterbatasan akses informasi hukum, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur 

hukum formal, serta kuatnya ketergantungan pada penyelesaian sosial berbasis adat dan 

kekeluargaan. Kondisi tersebut menyebabkan kesadaran hukum masyarakat belum 

berkembang secara optimal sebagai bagian dari budaya sosial yang mendukung terciptanya 

kehidupan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sinergi antara Pengadilan Negeri Tanjung 

Jabung Timur dengan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak memiliki kontribusi penting dalam 

penguatan literasi hukum masyarakat. Kolaborasi kedua institusi diwujudkan melalui kegiatan 

penyuluhan hukum, seminar edukatif, pendampingan masyarakat, serta program pengabdian 

berbasis literasi hukum yang melibatkan aparatur peradilan, akademisi, mahasiswa, dan 

masyarakat secara langsung. Model kolaborasi tersebut mampu membangun pendekatan 

edukasi hukum yang lebih komunikatif, partisipatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas edukasi hukum sangat dipengaruhi 

oleh pendekatan sosial budaya yang digunakan. Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat Melayu pesisir dalam proses edukasi hukum terbukti mampu meningkatkan 

partisipasi masyarakat dan memperkuat penerimaan terhadap hukum formal. Dengan 

demikian, penguatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif 

semata, tetapi perlu dibangun melalui strategi kolaboratif yang memperhatikan karakter sosial 

budaya masyarakat lokal. 
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Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi lembaga peradilan dan 

perguruan tinggi dapat menjadi model inovatif dalam pengembangan literasi hukum 

masyarakat berbasis kolaborasi institusional. Kebaruan penelitian ini terletak pada 

pengembangan konsep edukasi hukum partisipatif berbasis sinergi kelembagaan dan kearifan 

lokal masyarakat Melayu di Tanjung Jabung Timur. Model ini tidak hanya memperkuat akses 

masyarakat terhadap pengetahuan hukum, tetapi juga membangun budaya sadar hukum yang 

lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kerja sama 

berkelanjutan antara lembaga peradilan, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan tokoh 

masyarakat dalam membangun program edukasi hukum terpadu. Selain itu, diperlukan 

pengembangan kebijakan pendidikan hukum masyarakat yang berbasis kebutuhan lokal agar 

upaya peningkatan kesadaran hukum dapat berjalan secara lebih efektif dan berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat.. 
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